
SALINAN 
 
 
 

 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 118 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIPERBANTUKAN  

SEBAGAI PENDIDIK DI DAERAH KHUSUS 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin 
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap 

warga negara tanpa diskriminasi; 
    

  b. bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 
memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan 
tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu; 
    
  c. bahwa seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

    
  d. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Menteri Pendidikan 

Nasional dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 

16/IX/KB/2011-Kerma/20/IX/2011 tentang Kerjasama 
Dalam Bidang Perluasan Layanan Anak Usia Dini, Non 

Formal dan Informal, Pembinaan Pendidikan Dasar, 
Menengah, Tinggi, Pendidikan Layanan Khusus, 
Kebahasaan, Penelitian dan Pengembangan, serta 

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan yang 
Bersinergi dengan Kegiatan Optimalisasi Peran Tentara 
Nasional Indonesia telah diberikan pelatihan di bidang 

keguruan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia;  
    

  e. bahwa bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang telah 
mengikuti pelatihan di bidang keguruan, perlu 
diperbantukan sebagai pendidik di daerah khusus; 

    
  f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, b, c, d, dan e, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia yang Diperbantukan Sebagai 

Pendidik di Daerah Khusus; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

   
 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

    
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

    

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 

    

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008  tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4941); 

    

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

    
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 13 Tahun 2014; 
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  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 

    
  9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai 

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P 
Tahun 2014; 

    

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TENTANG PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG 
DIPERBANTUKAN SEBAGAI PENDIDIK DI DAERAH KHUSUS. 

 
Pasal 1 

 
(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang telah mengikuti bimbingan 

teknis implementasi kurikulum 2013 dan atau pelatihan lain di bidang 

keguruan diperbantukan sebagai pendidik di daerah khusus. 
 

(2) Penugasan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan 

sebagai pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
usulan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
 

Pasal 2 

 
(1) Selama menjalankan tugas, prajurit Tentara Nasional Indonesia yang 

diperbantukan sebagai pendidik di daerah khusus berhak memperoleh 
tunjangan. 
 

(2) Alokasi anggaran untuk tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
Pasal 3 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian tunjangan 
bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan sebagai 

pendidik di daerah khusus diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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Pasal 4 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Oktober 2014 

 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
TTD. 

 
MOHAMMAD NUH 

 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Oktober 2014 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD. 

 
AMIR SYAMSUDIN 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1649 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
 

TTD. 
 
Ani Nurdiani Azizah 

NIP 195812011985032001 


